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ABSTRAK

Lembaga adat terkhusus Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten
Pelalawan sangat berperan ikut membantu peran pemerintah desa dalam
mengatur kehidupan bermasyarakat, seperti meningkatkan perekonomian
masyaarakat, pembangunan ataupun majunya sebuahdesa. Hal ini bisa di lihat
berdasarkan Peraturan Daerah. Provinsi RiawNomor 1 Tahun 2012 Tentang
Lembaga Adat Melayu Riau.

Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah pertama,
bagaimana kewenangan Lembaga Adat Melayu Riau (LAM) Kabupaten
Pelalawan dalam mendukung- kelancaran /pelaksanaan tugas pemerintah desa
berdasarkan Peraturan .Daerah Provinsi Riau Nonwor 1 Tahun 2012 Tentang
Lembaga Adat Melayu Riau. Kedua, Apa sajakah faktor pendukung dan hambatan
dalam pelaksanaan kewenangan Lembaga Adat Melayu (LAM) Kabupaten
Pelalawan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah desa
berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2012 Tentang
Lembaga Adat Melayu Riau.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian
sebagai berikut, jenis dan sifat penelitian dari sudut metode yang di pakai dalam
penelitian ini, maka penelitian ini berupa penelitian Observasional research yaitu
dengan cara survey, artinya peneliti langsung mengadakakn penelitian pada lokasi
tempat penelitain. Sedangkansdilihat dari_sifat.penelitian ini _bersifat deskriptif
yaitu menggambarkan dan menulis fakta yang diteliti dilapangan tentang analisis
kewenangan lembaga adat melayu riau kabupaten pelalawan dalam mendukung
kelancaraan pelaksanaan tugas pemerintah desayberdasarkan Peraturan Daerah
Provinsi Riau Nemor 1 Tahun2012/Tentang ['embaga Adat Melayu Riau.

Dilihat dari dua pokok pembahasan dan penelitian diatas maka penulis dapat
menyimpulkan, pertama, kewenangan Lembaga Adat Melayu Riau (LAM)
Kabupaten Pelalawan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
pemerintah desa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun
2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau : Memberikan pendapat dan saran baik
diminta maupun tidak diminta, kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan
peran serta masyarakat adat untuk' menggerakkan proses dan pelaksanaan
pembangunan daerah Riau secrta pelestarian nilai-nilai adat. Kedua, faktor
pendukung dan hambatan dalam pelaksanaan kewenangan Lembaga Adat Melayu
(LAM) Kabupaten Pelalawan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
pemerintah desa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun
2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau : Faktor pendukung sudah adanya
Peraturan Daerah yang mengatur tentang LAM Riau. Faktor Penghambat : LAM
Kabupaten Pelalawan tidak memiliki kewenangan dalam memutuskan suatu
perkara. Adanya Pasal 9 Permendagri No. 18 Tahun 2018 tentang lembaga
kemasyaraktan desa dan lembaga adat desa yang membuat dualisme dalam
pembentukan lemabaga adat desa antara LAM Desa dan Pemerintah Desa/Kepala
Desa.

Kata Kunci : Kewenangan-Lembaga Adat Melayu Riau-Pemerintah Desa

Xi



ABSTRACT

Customary institutions, especially the Riau Malay Customary Institution,
Pelalawan Regency, play a very important role in helping the role of the village
government in regulating social life, such as improving the community's economy,
development or advancement of a village. This can'be seen based on the Riau
Provincial Regulation Number..l of 2012 _concerning Riau Malay Customary
Institutions.

The formulation of the problems studied in this study are first, how is the
authority of the Pelalawan Regency Malay Customary Institution (LAM) in
supporting the smooth implementation of village government duties based on Riau
Provincial Regulation NeySecond, what are the supporting factors and obstacles
in the implementation  of the authority of the Pelalawan Regency Malay
Customary Institution (LAM) in supporting the smooth implementation of village
government tasks based on Riau Province Regional Regulation Number 1 of 2012
concerning Riau Malay Customary Institutions.

In conducting this research, the author uses the following research methods,
the type and nature of the research from the paint of view of the method used in
this study, so this research is in the form of observational research, namely by
means of a survey, meaning that the researcher immediately takes the research at
the research location. Whereas seen from the nature of this research is descriptive
in nature, namely describing.and writing thefacts studied in the field about the
analysis of the authority of the Malay traditional institutions in Pelalawan
Regency in supporting the smooth implementation of the duties of the village
government based on the Regional Regulation of Riau Province Number 1 of 2012
concerning RiauwMalay Traditional/Institutious.

Judging from the two points of discussion and research above, the authors
can conclude, first; the authority of the Pelalawan Regency Malay Traditional
Institute (LAM) in supporting the smooth implementation of village government
tasks based on Riau Province Regional Regulation Number | of 2012 concerning
Riau Malay Customary Institutions: Providing opinions and suggestions, whether
requested or not, to local govermments in increasing the participation of
indigenous peoples to drive the process. and implementation of regional
development in Riau as well as the preservation of customary values. Second, the
supporting factors and obstacles in the implementation of the authority of the
Pelalawan Regency Malay Customary Institution (LAM) in supporting the smooth
implementation of village government tasks based on Riau Province Regional
Regulation Number 1 of 2012 concerning Riau Malay Customary Institutions.: The
supporting factor is the existence of a Regional Regulation governing LAM Riau .
Inhibiting Factor: Pelalawan Regency LAM does not have the authority to decide
a case. The existence of Article 9 Permendagri No. 18 of 2018 concerning village
community organizations and village customary institutions that create dualism in
the formation of village customary institutions between the LAM Desa and the
Village Government / Village Head.

Keywords: Authority-Riau Malay Customary Institution-Village Government

xii
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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindunga 5 ] epal: tg Tata Cara Penetapan

Hak Komunal Atas Ta Mas : ) d asyarakat Yang Berada

memiliki susunan asli dan memiliki kelengkapan pengurusan sendiri, sebagaimana
penyebutan “desa” di wilayah Jawa sebagai (dorpsrepubliek). Salah satu kelengkapan

dalam pengurusan diri sendiri, yaitu adanya sistem peradilan sendiri baik berupa
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peradilan adat maupun peradilan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 130 IS, Pasal 3
Ind. Staatsblad 1932 No. 80.'

UUD 1945 sebagai salah satu pencapaian terbesar para pembentuk Negara

negara ban ‘ s stem sosial masyarakat
Indonesia seka neng 2 : syarakat adat juga
merupakan

hasil diskusi terse terkristalisasi dala as erta penjelasan 11 Pasal

Indonesia, yang diatur dalam undang-undang” serta Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945

" Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) Naskah Akademik Untuk Penyusunan Rancangan
Undang-Undang Tentang Masyarakat Adat 2016.
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berbunyi “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan
perkembangan zaman dan peradaban.”

Namun demikian, teks pengakuan dan perlindungan konstitusional terhadap

perlindungan ke daan hak-hak mas “sepanjang masih
hidup dan

Republik Indonesia” terse lam kenyataannya ; paya pengakuan itu

.Ae ‘ D Pasal 18 B ayat 2) “Negara
mengakui dan menghormat ' eS3 1asyarakat hukum adat serta hak-hak
tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat

dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-

undang.” dan Masyarakat Tradisional (UUD Pasal 28 I ayat 3) “Identitas budaya dan

? Naskah Akademik, Rancangan Undang-Undang Tentang Masyarakat Adat, Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia, http://www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20171106-094054-1309.pdf
3 .
1bid



hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan
peradaban.” Sama sekali tidak ada penjelasan menyangkut kedua istilah tersebut.

Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa telah mencoba menerjemahkan
Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 dengan memperkenalkan “desa adat” sebagai padanan
dari “kesatuan masyarakat hukum adat.” Namun ternyata penerapan UU tersebut
masih menyisakan persoalan pekok menyangkut unit sosial masyarakat adat, dimana
istilah masyarakat adat tidak dapat terakomodasi secara sempurna di dalam
terminologi “desa adat” yang diperkenalkan UU Desa tersebut.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menempatkan Adat Desa
sebagai lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari
susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
Pasal 94 dan Pasal 95 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan tentang :

1) Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu
pelaksanaan o fungsi  penyelenggdraan’, ©"Peémerintahan.« Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa:

2) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa.

3) Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat
Desa, ikut serta ‘merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta
meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

4) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Ilembaga non-
Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan
yang sudah ada di Desa.

Lebih lanjut Pasal 95 mengatakan :

1) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk lembaga adat Desa.

2) Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga
yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli
Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
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3) Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu
Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan
mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat
masyarakat Desa.

Lembaga adat _sangat berperan mengatur kehidupan bermasyarakat, seperti

tangganya s

Pemberdayaa % estaria emk erupakan bagian dari

melalui pelimpahan berbagai Je angan dari pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah. Setelah pelimpahan kewenangan kemudian akan dilanjutkan

* Noor Ida Yulianingrum, Pengaruh Kemampuan Perangkat Pemerintahan Desa Dan Partisipasi
Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa, (Studi di Desa Krandon Kecamatan Kota
Kudus Kabupaten Kudus, Makalah, Surabaya, 2007, him. 1.
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dengan pelimpahan pembiayaan, dokumen-dokumen (kearsipan), sarana dan
prasarana, serta sumber daya manusia.’

Proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi disebut

v

Otonomi luas

ak dan kewajiban,

untuk menangani u N ye f pemerintah pusat.
: rusan pemerintahan
Jiber knya suatu daerah,
ey

dan tujuan pemberie e erutama dalam memberikan
pelayanan kepada dan karakteristik masing-
masing daerah.’

Suku Melayu secara suku bangsa merupakan suku terbesar populasinya dalam

Provinsi Riau. Jumlah penduduk Riau pada tahun 1971 adalah 1.423.289 juta jiwa,

* Haw Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007,
him. 40-41.

% Ibid,. 21-22.

" Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara
Langsung, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Cet.ke- 2, hlm. 5.
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dan 967.395 jiwa adalah suku Melayu. Jumlah ini belum ditambahkan dengan
masyarakat Melayu yang tinggal di daerah Kampar dan Indragiri Hulu. Daerah

Kampar dan sebagian Indragiri Hulu mayoritas masyarakatnya menggunakan adat

dan budaya al i Ayawa iau. Akan tetapi,

rencana ini 1dapat te an dari para peja ant bernur Riau. Akhirnya

Pada tanggal 9 September 1970, Lembaga Adat Daerah Riau diresmikan oleh

Gubernur Riau Arifin Ahmad, bertempat di Gedung Daerah Jalan Diponegoro,

¥ Romi Juniandra, “Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Dalam Pelestarian Kebudayaan Melayu
di Riau 1970-2012 , Padang, 2017, Universitas Andalas
? 0.K Nizami Jamil, Sejarah Lembaga Adat Melayu Riau, Sukabina, Pekanbaru, 2008, hlm. 9.
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Pekanbaru.'® Keberadaan Lembaga Adat Daerah Riau adalah untuk membuat suatu
gerakan untuk pelestarian dan pengembangan kebudayaan Melayu di Riau.

Lembaga Adat Daerah Riau pada tahun 1994 kemudian berubah nama menjadi

sebagaimana

o
5
[eN
%
‘Q“

Bab VII Pasal

olaan bahanbahan

ARAY

Riau yang serasi

Pemerintah Daerah dalam meningkatkan peran serta masyarakat Adat untuk
menggerakkan proses dan pelaksanaan pembangunan Daerah Riau serta

pelestarian Nilai-Nilai Adat;

19 1bid.
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5. Mengupayakan pengembalian dan pemulihan hak-hak tradisional dan

konstitisional Masyarakat Adat Melayu sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan dan

perundang-undangan yang berlaku.

pengelolaan serta

; dan melakukan

pariwisata di Riau,

terutama wisata % a , Riau menjadi pusat
kebudayaan melayu Q@ ‘ entu, upaya pencapaian tersebut
mengikutsertakan seluruh ele asyaraka o ada di Riau, termasuk LAM Riau.

Keterlibatan elemen masyarakat seperti LAM Riau untuk melestarikan budaya
melayu didasarkan pada Pasal 3 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang
Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan

Budaya Daerah berbunyi “Ormas kebudayaan, keraton dan lembaga adat yang telah
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terdaftar pada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menjadi
mitra kerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pelestarian dan

pengembangan budaya daerah” serta surat Menteri Dalam Negeri Nomor

Pelalawan, yang

AN

Adat Melayu di
rlu mengusahakan
n Pelalawan.

supaya ada ¢

Di Ka yang terdiri dari

AakALy

da sepuluh (10) desa

Emas, Teluk Bakau, kemudian Kecamatan Langgam mempunyai tujuh (7) desa dan
satu (1) kelurahan yaitu Segatim Sotol, Tambak, Langkan, Pangkalan Godai,

Penarikan, Padang Luas, Kelurahan Langgam."!

"' Badan Pusat Statistik, Kabupaten Pelalawan Dalam Angka Tahun 2020, MN Grafika,
Pelalawan, 2020, hlm 7

10
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Kecamatan Teluk Meranti terdapat sembilan (9) desa dan satu (1) kelurahan
yaitu, Gambut Mutiara, Kuala Panduk, Petodaan, Pulau Muda, Pangkalan Terap,

Telul Binjai, Gambut Mutiara, Labuhan Bilik, Segamai, dan Kelurahan Teluk

Merbau, Pe as, Bal Al oai Buluh, Lubuk

Mandilan Gaja i » Kayu Ba ngkalan Bunut, di

Lubuk Raja, Sia

Keranji.

dan Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Pelalawan terdapat delapan (8) desa dan satu
(1) kelurahan yaitu, Sungai Ara, Rangsang, Kuala Talam, Telayap, Batang Nilo

Kecil, Sering, Delik, Lalang Kabung, dan Kelurahan Pelalawan.

2 Ibid
Bbid

11
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Kecamatan Pangkalan Kerinci terdiri dari enam desa (6) dan dua (2) kelurahan

yaitu, Rantau Baru, Kuala Terusan, Pangkalan Kerinci Kota, Mekar Jaya, Makmur,

Pangkalan Kerinci Barat, Pangkalan Kerinci Timur, di Kecamatan Ukui terdapat

memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Sebagaimana dalam
Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan, bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan

administrasi pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan,

“ Ibid.

12
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pemberdayaan, dan perlindungan. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam

mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa, mengembangkan
nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik
dalam interaksi manusia, pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian,
ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, mengembangkan nilai adat untuk

kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan

13



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

lainnya; dan mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya, dimana dalam
Peraturan Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau

dijelaskan dalam Pasal 6 tujuan dari LAM Riau bertujuan untuk menggali, membina,

melestarikan, men ‘ mengembang ‘ adat dan nilai-nilai sosial
-l@ ‘ ’ H"“ .aa arakat Melayu,
< .
3 ak-hak WMIMMw k yarakat adat dan

masyarakat au, be ] at-adat dan nilai-nilai
sosial budaya .3 adil d ; n masyarakat madani.
Hubungan
menerangka g : AM Riau terha dimana permasalahan-
permasalaha

kasus tanah

membantu tugas pemerintah atau menjadi ujung tombak dari pemerintah dalam
pelestarian budaya melayu di Riau. Untuk menopang pekerjaan tersebut, maka
Pemerintah Provinsi Riau menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012
tentang Lembaga Adat Melayu Riau. Perda tersebut untuk memberikan landasan

hukum kepada LAM Riau untuk melestarikan budaya melayu, sebagai mitra

14
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. Rumusan

. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

pemerintah daerah dalam upaya memberikan masukan dan bantuan untuk
melestarikan budaya melayu di Riau.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik

% =

a‘-
e
o
=
o
S
H
&
&
=

&
o
—
&
=
-
-
=
<
—
=
172}
i o

Riau Nom:

AR

1. Bagaima AM) Kabupaten

)

Pelalawa pemerintah desa

"R

hun 2012 Tentang

1. Tujuan penelitian
a. Untuk mengetahui kewenangan Lembaga Adat Melayu Riau (LAM) Kabupaten

Pelalawan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah desa

15
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berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2012 Tentang
Lembaga Adat Melayu Riau

b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan hambatan dalam pelaksanaan

paten Pelalawan dalam

% sa  berdasarkan

r Lembaga Adat

ni adalah sebagai

berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 1 Tahun 2012 Tentang
Lembaga Adat Melayu Riau
b. Kegunaan Praktek

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberi

informasi kepada masyarakat luas, serta masukan bagi para penegak hukum.

16
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D. Kerangka Teori
1. Teori Hukum Savigni

Friedrich Karl von Savigny (1779-1861) adalah ahli hukum Jerman yang

menge

pemikir

AN

blazing
perkemb

kontribusin

o
.
”
&
i bagi
-

meyakini bahwa masyarakat dak akan bisa mewariskan sesuatu kepada

generasinya apabila dak pernah menoleh kepada jejak historis leluhurnya. Johann

15 Julius Stone, The Province and Funcon of Law, Sydney, Associated General Publicaons Pty.Ltd,
1946, him. 421-422.

16 John Macdonell and Edward Manson (eds.), Great Jurists of the World, Boston, Lile Brown and
Company, 1914, hlm. 573.

17



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

Goried von Herder (1744-1803) filsuf dan sejarawan Jerman lainnya menekankan
pentingnya tradisi atau tradisi kultural. Dalam konteks ini pemikiran Savigny

disinyalir sebagai adonan dari pemikiran Gustav Hugo® mengenai pendekatan

yang lainnya. Seap m aka 0 ekhasan tersendiri. Volksgeist

merupakan terminologi yang bermakna psikologis dan spritual yang inheren dan
beroperasi di berbagai entas yang memanifestasikan dirinya dalam bentuk bahasa,
folklor, adat isadat, dan juga terb hukum. Dengan perkataan lain, masyarakat

(volk) adalah semacam surat wasiat keluarga dalam potret besar.

18
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Menurut Savigny, hukum adalah bagian atau manifestasi jiwa suatu bangsa.
Hukum lahir dan berasal dari kehendak dan kesadaran suatu bangsa yang

berbentuk tradisi, kebiasaan (habit), praktik-praktik kemasyarakatan dan

keyakinan bang C ala nteks . pa yang disebut sebagai

asi dari spirit

<

SN

berkembang. Misi

arena pada masa

AR

patas. Pembatasan

LA CLE

wsus lagi melalui

AN

pcberapa 1
&

tilah dengan

yang diberikan menurut James Bryce yaitu constitution is a collection of

principles according to which the powers of the government, the rights of the

'7 Mathias Reimann, The Historical School Against Codificaon: Savigny, Carter, and the Defeat of
the New York Civil Code, American Journal of Comparave Law, Vol. 37, 1989, hlm. 95-98.

'8 Novendri M.Nggilu, Hukum dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi yang partisipatif dan
populis), UII Press, Yogyakarta: 2015, him.17

' Ellydar Chaidir dan Suadi Fahmi, Hukum Perbandingan Komstitusi, Total Media, Yogyakarta,
2010, him. 14.

19
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governed, and the relations between the two are adjusted. Suatu Konstitusi
setidaknya mengatur mengenai berbagai institusi kekuasaan yang ada dalam

negara, kekuasaan yang dimiliki oleh institusi-institusi tersebut, dan dalam cara

buh. Organ tubuh
ehat dan sebaliknya.

fungsi yang telah

Adnan Buyung Nasution menyatakan bahwa konstitusi merupakan aturan

main tertinggi dalam negara yang wajib dipatuhi baik oleh pemegang kekuasaan

2 Ibid.
2! Kamus Besar Bahasa Indonesia.

20
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dalam negara maupun oleh setiap warga negara. Louis Henkin menyatakan bahwa
konstitusionalisme memiliki elemen-elemen sebagai berikut:**

a) Pemerintah berdasarkan konstitusi (government according to the constitution);

2reignty of the

QQ satuan yang berkonstitusi sehingga
walaupu secara geograf ‘ ara Indonesia bersatu memiliki ibu
kota yaitu Jakarta.

Negara kesatuan menurut Cohen dan Peterson dalam Nikmatul Huda dapat

dipahami sebagai suatu negara dimana pemerintah pusat menjalankan kedaulatan

22 Rusma Dwiyana, Konsep Konstitusionalisme, Pemisahan Kekuasaan, dan Checks and

Balance System, Pusat Kajian Hukum Administrasi Negara. him.3

21



tertinggi dalam negara tersebut.”®> Agar pemerintah pusat dapat menjalankan

tugasnya dengan efektif maka aktivitasnya diawasi dan dibatasi langsung oleh

undang-undang. Seluruh unit pemerintahan yang dibentuk dibawah pemerintahan

1 vdwnyo(]
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2 Ni'matul Huda, Desentralisasi Asimetris dalam NKRI, Nusa Media, Cetakan 1, Bandung, 2014,
hlm.1
** Ibid, him. 1
% Fred Isjwara, Pengantar Ilmu Politik, Cetakan Kelima, Binacipta, Bandung, 1974, hlm.188
26 Abu Daud Busroh, /lmu Negara, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, him.64-65
" Fahmi Amrusyi, Otonomi Dalam Negara Kesatuan, Media Sarana Press, Jakarta, 1987, hlm. 56

22
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Didalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, daerah-daerah diberikan

kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri ( otonomi daerah ) yang

disebut daerah otonom.

Otonomi adalah mengembangkan manusia-manusia Indonesia yang otonom,

yang memberikan keleluasaan bagi terbentuknya potensi-potensi terbaik yang

28 Ni'matul Huda, Op Cit, hlm. 3

% Sri Soemantri M., Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara, Rajawali, Jakarta. 1981,
hlm.52

308 Adnan Buyung Nasution, Arus Pemikiran Konstitusionalisme, Kata Hasta Pustaka, Jakarta,
2007,hlm.131

23
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dimiliki oleh setiap individu secara optimal. Individu-individu yang otonom
menjadi modal dasar bagi perwujudan Otonomi Daerah yang hakiki. Oleh karena

itu, penguatan Otonomi Daerah harrus membuka kesempatan yang sama dan

SrSyaratan minimum

enyejajarkan diri

ahun 2014 tentang

wewenang, dan

diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui

peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

! Faisal Basri, Perekonomian Indonesia Tantangan Dan Harapan Kebangkitan Indonesia,

Erlangga, Kalisari, 2002, hlm.174

> Himpunan Peraturan Peundang-undangan Republik Indonesia, Undang-Undang Pemerintahan

Daerah, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015, hlm. 20
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E. Kerangka Operasional

1. Analisis adalah usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam

data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.”

3 Surayin, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Analisis, Yrama Widya, Bandung, 2001, him. 10

* https://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kewenangan.html, diakses pada tanggal 10
November 2020 Pukul 20.00 WIB.

3 https://lamriau.id/profil-lam-riau/ (diakses tanggl 16 September 2019, Pukul 20.00 Wib)
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Disamping itu Kabupaten Pelalawan juga berbatasan langsung dengan wilayah
Propinsi Kepulauan Riau tepatnya Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun.*

5. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang

6. suatu jabatan.
a menjadi suatu

7. dan kepentingan
esatuan Republik

8. menteri berdasarkan
tertentu  dalam

9 masyarakat, sebagai

3% https://www.riau.go.id/home/content/2 1 /kab-pelalawan (diakses tanggal 14 Oktober 2019,
Pukul 17.08 Wib).

37 Sutedi, Adrian. 2009. Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka
Otonomi Daerah. Jakarta : PT. Sinar Grafika . him.56

38 Moekijat, , Analisis Jabatan, Cetakan VIII, Mandar Maju, Bandung, 1998, him.11

%% Pasal 1, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

% Penjelasan Pasal 8 Ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

' Pasal 1 Angka2, Permendagri No.18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan
Lembaga Adat Desa

26
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10. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat
istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang

atas prakarsa masyarakat Desa.*’

sesuai denga

1. Jenis

artinya peneliti
Sedangkan dilihat

dan menulis fakta

riau kabupaten pelalawan dalam mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas
pemerintah desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri no 18 tahun 2018

tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa.

* Pasal 1 Angka 3, Permendagri No. 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan
Lembaga Adat Desa
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3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Lembaga Adat Melayu Riau di Pelalawan,

dikarenakan bahwa hingga saat ini kewenangan lembaga adat melayu riau dalam

0
-

a berdasarkan peraturan

mARNY ) s

4.
erdasarkan lokasi
lah sebagian dari
populasi mempermudah
peneliti
aka yang menjadi
populasi d
No Persentase
1 Ketua Harian LAM Riau 100%
2 Ketua Majelis Kerapatan Adat LAM 1 100%
Riau
3 Ketua  Harian LAM  Kabupaten 1 100%
Pelalawan
4 Ketua Komisi I DPRD Kabupaten 1 100%
Pelalawan

- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, him.44
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5 Kepala Desa 3 3 100%

Jumlah 4 4 100%

Sumber : Data Olahan Lapangan 2021

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah desa berdasarkan
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga

Adat Melayu Riau

* Soerjono Soekanto, Op.Cit., him.12
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2. faktor pendukung dan hambatan dalam pelaksanaan kekuasaan Lembaga
Adat Melayu (LAM) kabupaten pelalawan dalam mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas pemerintah desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam

)

) b. Da

-

E a encakup tentang
Er yang berwujud
g o

E- E’ ng penelitian
= E g data primer dalam
E E: erdes, PP, Permen,
-

g E*' efan terkait dengan
5 =

= >

o 2 .

@ = 6. Analisis D

T 2

Eﬂl —y tode penelitian hukum
B =

E # normative sosiolo antitatif. adalah metode
E penelitian yang berland positivisme. Metode ini digunakan
e

=

dalam meneliti terhadap sampel dan populasi penelitian, teknik pengambilan
sampel umumnya dilakukan dengan acak atau random sampling. Sedangkan

pengumpulan data dilakukan dengan cara memanfaatkan instrumen penelitian

* Ibid
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yang dipakai. Analisis data yang digunakan bersifat kuantitatif atau bisa diukur
dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan sebelumnya.

Tahapan analisis dimulai dari pengumpulan data, pengolahaan data dan

cunakan metode induktif
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BAB 11
TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Teori Hukum Savigni

ksi sebagai sesuatu yang

biologis suatu masyarakat. Savigny berhasil menggunakan teori volksgeist untuk
menolak Hukum Perancis (French Code) dan berhasil melakukan kodifikasi

hukum Jerman. Sampai dengan tahun 1900, hukum Jerman adalah adaptasi dari

% Hari Chand, Modern Jurisprudence, Petaling Jaya, Internaonal Law Book Services, 2005,
hlm. 125.
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hukum Romawi dengan memasukkan beberapa nilai lokal kedalamnya. Savigny

bukan hanya seorang filsuf hukum tapi juga sejarawan, sehingga cukup berhasil

mengidenfikasi perkembangan hukum Romawi dari sejak jaman kuno yang

karena dianggap sebagai elemen asing yang dipaksakan untuk diterima oleh

masyarakat Jerman.” Kritik yang sama juga ditujukan kepada Hukum Romawi

" Luis Kutner, “Savigny: German Lawgiver”, Marquae Law Review, Vol. 55, Issue 2 Spring,
1972, hlm. 280-283.

8 Julius Stone, Social Dimensions of Law and Jusce, USA, Stevens, 1966, hlm. 94.

* Stone, The Province and Funcon of Law, Op.cit., hlm. 424.
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yang diajarkan hampir di semua universitas di Jerman dan juga mendominasi
sistem administrasi hukum dan peradilan Jerman. Masyarakat Jerman

mempertanyakan bagaimana mungkin Hukum Romawi kuno yang dibuat pada

bad ke-6 masehi akan

ke-19 masehi.

>
)
o
<
S
<

yan oleh sistem

L\ g

o
%)
5
S
5
—
g
=

imun s€cara umum

a mazhab sejarah

universal atau sebuah proposisi natural.’' Penolakan Savigny atas klaim
universalisme hukum dari mazhab hukum alam dinarasikan dengan baik oleh

Julius Stone sebagai berikut: “To assume that law was 'universal’, as the natural-

30 Ibid.
St Ibid hlm. 430-431
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law philosophers had, would, in Savigny's mind, be fallacious and illusionary.

Thus, in opposing codificaon, Savigny's historical jurisprudence also aacked the

philosophy of natural law”.?

i bahwa hukum

o senanasa berubah

menurut sejarah

n secara spontan

&>
et
g
sl
v
&
o
o
g

in virtue of deliberate natural reflecon or reasoned consideraons of ulity, it

52 Stone, Social Dimension of Law and Jusce, Op.cit., hlm. 88-89, 95.

>3 Jeremy Hall, Readings in Jurisprudence, UK: The Bobbs Merrils Company, 1938, hlm. 87.
3% Stone, The Province and Funcon of Law, Op.cit., him. 421.

55 AIf Ross, On Law and Jusce, USA: The Lawbook Exchange Ltd., 1959, him. 38.

36 Stone, The Province and Funcon of Law, Op.cit., him. 431.
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springs rather from the common convicon of the people, from the like feeling of

inner necessity which excludes all thought of fortuitous and arbitrary origin”.>’

Pendekatan sejarah hukum telah menyelamatkan Savigny dari kegagalan

Savigny menekankan penngnya kebiasaan yang sudah mapan sebagai sumber dan

landasan keka memahami atau menginterpretasi sebuah doktrin agar berada pada

°7 Hienrich Rommen, The Natural Law: A Study in Legal Social History and Philosophy,
(Transt; Thomas Hanley), Indianapolis: Liberty Fund, 1936, hlm. 116.

*¥ Padjadjaran, Khazanah, Jurnal Ilmu Hukum,Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015 [ISSN 2460-
1543] [e-ISSN 2442-9325]
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jejak historis yang tepat; kedua, keberlanjutan pengalaman, dalam hal ini adalah
kurangnya materi hukum Jerman yang betul-betul terkait dengan masyarakat

Jerman; kega, modifikasi dari dua sumber utama yaitu hukum Romawi dan lokal.

nembuang materi-materi

S )
M\‘ ’0 . mpermbangkan

ngris, Jerman, Prancis,
Italia, dan Beland: 4 , konstitusi dapat

diartikan ~ sebagai suatu pernyataan ten bentuk dan susunan suatu negara,

59 17 .
Ibid.
% Huda Ni’matul, UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang, Jakarta, PT RajaGrafindo
Persada, 2008, hlm.14
" Dahan Thaib, dkk, Teori dan Hukum Konstitusi, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2003,
hlm.8
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yang dipersiapkan sebelum maupun sesudah berdirinya negara yang
bersangkutan.®

Namun secara terminologi, konstitusi tidak hanya dipahami dengan arti

sedangkan Undang ang kan pada pengertian hukum dasar
tertulis.®
Terlepas dari pendefinisian tentang konstitusi di atas, terdapat juga

keanekaragaman dari para ahli dalam memandang konstitusi. Leon Duguit

2 Jazim Hamidi &Malik, Hukum Perbandingan Konstitusi, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2008,
hlm. 87.

% Syahuri Taufiqurahman, Tafsir Konstitusi berbagai Aspek Hukum, Jakarta, Kencana,2011,
hlm. 28
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misalnya, seorang pakar hukum kenamaan dari Perancis, dalam bukunyatraite de
droit constututionnel, dia memandang negara dari fungsisosialnya. Pemikiran

Duguit banyak dipengaruhi oleh aliran sosiologi yang diprakarsai oleh Auguste

sebagai bahasa
Indonesia disebut
lebih luas daripada
amakan pengertian

istilah Constitution

Dalam bahasa Latin, kata konstitusi merupakan gabungan dari dua kata,

yaitu cume dan statuere. Cume adalah sebuah preposisi yang berarti “bersama

% Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

2009, him. 97.

% Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni“matul Huda, Teori dan Hukum Konstitusi, (Jakarta:

Rajawali Pers, 2008, him.7
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dengan...”, sedangkan statuere berasal dari kata sta yang membentuk kata kerja
yang berarti berdiri. Atas dasar itu, kata statuere mempunyai arti “membuat

sesuatu agar berdiriatau mendirikan / menetapkan”. Dengan demikian bentuk

ersama-sama dan bentuk

’ tertulis  (written

’ (

g
bl
=4

pid constitution)

Konstitusi Pemerintahan Presidensial dan pemerintahan Parlementer (President

Executive and Parliamentary Executive Constitution).

% Ibid.

" Eman Hermawan, Politik Membela Yang Benar Teori Kritik Dan Nalar, sebagaimana dikutip
oleh, Rahmat Bagja, Tugas dan Wewenang MPR Sebelum Perubahan UUD 1945, Skripsi, him.41

% Feri Amsari, Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Konstitusi Negara
Kesatuan Republik Inodonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, PT RajaGrafindo
Persada, 2001, hlm. 15.
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Berdasarkan klasifikasi Konstitusi diatas, Undang-Undang Dasar 1945
termasuk dalam klasifikasi Konstitusi rijid, Konstitusi tertulis dalam arti

dituangkan dalam dokumen, Konstitusi berderajad tinggi, Konstitusi kesatuan, dan

. pemerintahan campuran.
“ .e iri-ciri sistem

pemerintahan

dan penguasa yang
al alat rakyat dalam

setelah perjuangan

kekuasaan sepihak satu golongan dalam sistem monarki dan oligarki, serta untuk
membangun tata kehidupan baru atas dasar landasan kepentingan bersama rakyat

dengan menggunakan berbagai ideologi seperti individualisme, liberalisme,

41



universalisme, demokrasi dan sebagainya. Selanjutnya kedudukan dan fungsi
Konstitusi ditentukan oleh ideologi yang melanda negara.®’

Karena Konstitusi itu sendiri merupakan hukum yang dianggap paling tinggi

= ;

ﬁ i kemerdekaan
"g , sebagaimana
W .
Er - ara (the founding
E‘ 5 fathers

=

- C.Tinjau

E. E okratisasi kurang
g E berhasil. rang yang percaya
-, bahwa di era : erja ) ha ah ebih demokratis di
et

0 7 | -
@ = era dimana berbagai
@ 2 .

hT = bangsa ini banyak
E # k sesuai dengan kondisi
E diganti atau bahkan dihilangkan
e

=

sama sekali, termasuk berbagai peraturan serta perundangundangannya.
Perubahan - perubahan tersebut dimaksudkan untuk membawa bangsa ini

menuju sebuah era masyarakat yang lebih demokratis. Salah satu hal yang juga

69 77
1bid.
" Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Depok, Rajawali Pers, 2017,
hlm.119.
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ikut berubah dalam arus besar ini adalah mengenai kebijakan Otonomi Daerah.
Merunut aspek yuridis formal, sejak pertama kali muncul dalam UU No.1

tahun 1945 sampai dengan UU No. 5 tahun 1974, semangat otonomi daerah

dalam kehidupan

okratisasi, dalam

Bertolak dari pengalaman masa lalu dan memperhatikan berbagai

ketentuan yang ada serta prospek masa depan, maka telah ditetapkan bahwa

"' BN Marbun, Otonomi Daerah 1945-2005 Proses dan Realita Perkembangan Otda, Sejak

Zaman Kolonial sampai Saat Ini ( Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 2005), him. 43.

"https://www.bappenas.go.id/files/8313/6083/0210/bab-05-pj-1999,  Diakses  Pukul 20

November 2020 Pukul 20.00 WIB.
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otonomi daerah yang luas pada daerah kabupaten/kota dengan hanya
berasaskan desentralisasi. Sedangkan di Propinsi dilaksanakan otonomi daerah

yang terbatas dengan berasaskan desentralisasi dan dekonsentrasi. Disamping

[ 4
’ .
-
'

5 8
>

perundang-undangan pelaksanaannya yaitu UU No. 1 Tahun 1945, UU No. 2
Tahun 1948 yang selanjutnya diperbaharui sesuai dengan UUDS RI Tahun
1950 melalui UU No. 1 Tahun 1957, PENPRES No. 6 Tahun 1959, PENPRES
No. 5 Tahun 1960, dan setelah kembali pada UUD 45 diubah lagi dengan UU

No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
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Kehadiran kebijakan Otonomi Daerah yang diterapkan melalui UU No.
32 Tahun 2004 diharapkan akan memberikan wewenang yang besar kepada

Daerah untuk mengatur wilayahnya sesuai dengan aspirasi masyarakatnya.

SN
AL
:

10mos (peraturan)

bahwa “otonomi”

A SNA )

an otonomi daerah

S G5

Dalam konteks kajian penyelenggaraan pemerintahan, istilah otonomi
daerah sering dipersandingkan dengan desentralisasi dan digunakan secara

campur aduk (interchangeably).Kedua istilah tersebut secara akademik bisa

3 Dharma Setyawan Salam, Otonomi Daerah, Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan
%umber Daya, cet. 2, Bandung, Djambatan, 2004, hIm. 88.
7 .

1bid.
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dibedakan, namun secara praktis dalam penyelenggaraan pemerintah tidak
dapat dipisahkan.Karena itu tidak mungkin masalah otonomi daerah dibahas

tanpa mempersandingkannya dengan konsep desentralisasi.Bahkan menurut

umum d n Khus juz num acu 1 ‘;,1 uk meningkatkan
kualitas keadila : esejahte b eluruh unsure bangsa
yang beragan C ¢ : n khususnya yaitu

sebagai be

. Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat akan urgensi keterlibatan

mereka dalam proses pemerintahan local dan kontribusinya bagi tegaknya

> Tim ICCE UIN Jakarta, Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, Prenada
Media, Jakarta, 2005, hlm. 149.
76 Syamsudin Haris , Membangun Format Baru Otonomi Daerah, Jakarta: LIPI Press dan
Obor, 2006. him. 161.
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pemerintahan nasional yang kokoh dan sah.

3. Memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih para pemimpin

mereka secara langsung dan demokratis.

pemerintah pusat
ahan ini bertujuan

serta  sebagai

berikut:”’

1. Desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan dari pusat

"7 Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, PT Grasindo,
Jakarta, 2007. hlm. 10.

BR.G Kartasapoetra, Sistematka Hukum Tata Negara, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 87.

™ Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan Hukum. Bogor: Ghalia
Indonesia. 2007, hlm. 77-78.
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. Asas Medbewind(tugas pembantuan)

ke daerah.
2. Desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan.

3. Desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, pemencaran, dan

A

pemerintahan

verangkat pusat di

b4 LY Y

ang melimpahkan
jabat yang telah
atau pembuatan

1 pemerintah pusat

el LU Y

sanakan wewenang

tertentu dil : _ an-urusan pemerintah pusat

Tugas pembantuan (medebewind) adalah keikutsertaan pemerintah
daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih
luas dan lebih tinggi di daerah tersebut. Tugas pembantuan adalah salah satu

wujud dekonsentrasi, akan tetapi pemerintah tidak membentuk badan sendiri
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untuk itu, yang tersusun secara vertikal.
Adapun yang menjadi prinsip penerapan kebijakan otonomi daerah

adalah sebagai berikut:®

kultur setempat

BAaNY

erintahan  yang
tinggi pula.
eksekutif melalui

agar lebih sesuai

Nauwa

entralisasikan, setara

daerah, serta

lebih jelas atas sumber-sumber pendapatan Negara dan daerah,
pembagian revense (pendapatan) dari sumber penerimaan yang berkait

dengan kakayaan alam, pajak dan retribusi, serta tata cara dan syarat

% Syaukani, Affan Gaffar, M. Ryaas Rasyid, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan,Pustaka

Pelajar, Jogjakarta, 2002, him.175-177.
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untuk pinjaman dan obligasi daerah.
f. Perwujudan desentralisasi fiscal melalui pembesaran alokasi subsidi dari

pemerintah pusat yang bersifat block grant, pengaturan pembagian

nilai-nilai local

ni social sebagai

masyarakat, Karena kewenangan yang diterima oleh Daerah melalui adanya
Otonomi Daerah, akan memberikan “kebebasan” kepada Daerah. Dalam hal

melakukan berbagai tindakan yang diharapkan akan sesuai dengan kondisi

#! Djohermansyah Djohan, Problematik Pemerintahan dan Politik Lokal, ctk I (Jakarta, Bumi

Aksara, 1990), hlm. 52.
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serta aspirasi masyarakat di wilayahnya. Anggapan tersebut disebabkan
karena secara logis Pemerintah Daerah lebih dekat kepada masyarakat,

sehingga akan lebih tahu apa yang menjadi tuntutan dan keinginan

dangkan dalam

aksud di sini
erintah daerah

usan mengenai

omi daerah, hal ini
han nasional. Oleh

dengan pilihan

istilah desentralisasi berasal dari bahasa latin, yaiyu de artinya lepas, dan

centrum artinya pusat atau (away from centre). Jadi, desentralisasi adalah

%2 Pratikno, “Desentralisasi Pilihan Yang Tidak Pernah Final” dalam buku “Kompleksitas

Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia”, Editor. Abdul Gaffar Karim. ctk III (Yogyakarta, Pustaka
Pelajar, 2011), hlm. 33.
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melepaskan diri dari pusat.®

D. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun

2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Ekatjahjana dalam Berita Negara T: m inggal 27 April 2018 di

Jakarta.®

agri 18 tahun 2018

tentang

Desa maksudnya

adalah wa tah Desa, ikut serta

e &t
3“\%
'ﬂ"‘:
_

serta

Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan
menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa

masyarakat Desa. Sebagaimana Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut

8 Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah, Bandung, Alumni, 2004, hlm. 117.
# https://www.jogloabang.com/desa/permendagri-18-2018-lembaga-kemasyarakatan-desa-

lembaga-adat-desa, Diakses Pada Tanggal 20 November 2020 Pukul 21.00 WIB.
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dengan nama lain atau BPD dalam Permendagri 18 tahun 2018 tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang

melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari

atang Perubahan atas

ran Pelaksanaan

dengan Peraturan

ahun 2007 tentang

Desa;85

% Pertimbangan, Permendagri 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan

Lembaga Adat Desa.
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Dasar hukum Permendagri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa ini berlandaskan pada:*®

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Daerah (Lembaran

bahan Lembaran

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan

86 https://www.jogloabang.com/desa/permendagri-18-2018-lembaga-kemasyarakatan-desa-

lembaga-adat-desa, Diakses Pada Tanggal 20 November 2020 Pukul 21.00 WIB.
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Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik

' 1;\‘3\:\%\ ‘

e

pelayanan masyarakat Desa.

. Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD

adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi
bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa

masyarakat Desa.
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4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

ditetapkan oleh

ermusyawaratan

meningkatkan partisipasi masyarakat;
b. Mendayagunakan LKD dan LAD dalam proses pembangunan Desa; dan
c. Menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Pasal 3

1. LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
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2. Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi
persyaratan:

a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

3. Kete ( ih | enge >embe an KD sebagaimana dimaksud

mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Pasal §
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LKD
memiliki fungsi:

1. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
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2. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;

3. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada

masyarakat Desa;

9

2. Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk LKD selain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan
kebutuhan.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKD sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.
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Pasal 7

. Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(1) huruf a dan huruf b bertugas:

ayat (1) huruf d,

gulangi  masalah

ayat (1) huruf f, bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi
masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan
masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong-
royong.

Pasal 8
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. Pengurus LKD terdiri atas:

a. ketua;

b. sekretaris;

persyaratan:
a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;
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o

. aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak

bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;

c. berkedudukan di Desa setempat;

agai mitra dalam

adat istiadat sebagai

b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau
kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian
lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;

c. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan

dalam musyawarah Desa;
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d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan
waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;

e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan

pendidikan

gsi sebagaimana

o
)
r
o
&ﬁ ran Desa.

d berpedoman pada

Desa bersifat koordinatif.

Pasal 13

. Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan

pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap pembentukan,
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pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah
Desa.

2. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan,

o
4.

B
I
ﬁ‘

L5,
.
[

1 uk

C

,
v

LKD dan LAD yang telah dibentuk sebelum Peraturan Menteri ini berlaku,
tetap diakui keberadaannya sebagai LKD dan LAD sepanjang tidak bertentangan
dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 16
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Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga

Kemasyarakatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku di
lingkungan wilayahnya. Adat istiadat terkadang dipertahankan karena kesadaran
masyarakatnya, tetapi tidak jarang pula adat istiadat dipertahankan dengan sanksi

atau akibat hukum sehingga menjadi hukum adat.

8 Yulia, HUKUM ADAT, Uial Press, Kapus Bukit Idah Lhokseuawe, 2016, hlm. 1.
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Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Snouck

(urgronje, dalam bukunya yang berjudul De Atjehers menyebutkan istilah hukum

adat sebagai adat recht’Bahasa Belanda yaitu untuk memberi nama pada satu

dimensi, yaitu dimensi formal dan materiil. Dalam dimensi formal hukum adat

8 Ibid.
% Ibid. hlm. 5.
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adalah hukum yang tidak tertulis. Sedangkan dimensi materialnya hukum adat
adalah sistem norma yang mengekspresikan perasaan keadilan masyarakat.”

Keadilan merupakan ruh bagi bangunan syari’ah, setiap ketentuan hukum

\;"t-,\ 3

=

- |
g
Mak
5
g
| ¥

penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis”. Selain Penjelasan UUD 1945

dapat kita lihat dalam pembukaan UUD 1945 pada pokok-pokok pikiran yang

% Ratno Lukito, Tradisi Hukum Indonesia, Penerbit Teras, Yogyakarta,2008, hlm. 18.

! Zaenul Mahmudi, Keadilan Dalam Pembagian Warisan Bagi Perempuan Dalam Islam,
Disertasi Doktor, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012, hlm. 234.

2 Dudu Duswara Machmudin, Pengantar Ilmu Hukum; sebuah sketsa, PT Refika Aditama,
Bandung, 2003, hlm. 23-24.
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menjiwai perwujudan cita-cita hukum dasar negara adalah Pancasila. Penegasan
Pancasila sebagai sumber tertib hukum sangat besar artinya bagi hukum adat,

karenas hukum adat justru mempunyai akar kepada kebudayaan, sehingga dapat

53 Tahun 1999,
diresmikan oleh
entara peresmian
anggal 5 Desember
upaten Pelalawan.

atan dan Kebulatan

=
> ‘2‘1;.5,\‘%
. :

masyarakat Kampar
erinci. Rapat tersebut

menghadirkan “sek . : yang terdiri dari Tokoh

Cerdik Pandai dan Alim Ulama. Dari musyawarah besar tersebut ditetapkan
Pelalawan yang bermula dari Kerajaan Pekantua, yang melepaskan diri dari

Kerajaan Johor tahun 1699 M, kemudian berkuasa penuh atas daerah ini.

% Dewi Wulansari, Op.Cit. hlm. 104-105.
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Luas Kabupaten Pelalawan 13.924,94 Km, yang sebagian besar wilayah terdiri
dari daratan, dan sebagian lainya kepulauan. Beberapa

G.Tinjuan Umum Tentang Lembaga Adat Melayu Riau Pelalawan

kelembagaan adat Petalangan yang dinamakan ““ lembaga adat Petalangan”.

Makanya, perlu pula dibentuk kelembagaan adat Melayu Pesisir, yang
dinamakan “lembaga adat Pesisir’. Untuk mewujudkan kebersamaan,
meningkatkan jalinan kekerabatan dan kerjasama yang serasi, terutama dalam

menghadapi hari depan daerah ini yang penuh dengan cobaan dan tantangan,

68



sebaiknya dibentuk pula gabungan kedua lembaga adat tadi, yang dinamakan:
“Lembaga Kerapatan Adat Melayu Kabupaten Pelalawan”, atau “Majelis

Kerapatan Adat Melayu Kabupaten Pelalawan”.27 Berdirinya dan digabungnya

mengikuti Perda
Kerapatan Adat

\dat Melayu Riau

sebagaimana

rang hendak dicapai

NET} WeJS] Se}ISIoAIUN) ﬂEB){BJSﬂdJﬂ&
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sejahtera dalam tatanan masyarakat madani di Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Adapun Visi LAM Riau Pelalawan dapat dijabarkan sebagaimana

berikut:

% Hasil wawancara dengan Bapak Nurzepi, sekretaris Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten
Pelalawan tanggal 10 Februari 2020 jam 10:00 Wib
95 17 -

1bid

69



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

a. Memperkuat/memperkokoh jati diri masyarakat Melayu.

b. Melindungi, memelihara, dan membina hak-hak masyarakat adat

Melayu Riau untuk meningkatkan kesejahteraan lahiriah dan batiniah

mana tugas dan tanggungjawab tersebut bermuara pada fungsi serta hasil dari
adanya LAM Riau Pelalawan. Berikut ini adalah tugas dan fungsi LAM Riau
Pelalawan. Tugas yang di emban oleh LAM Riau Pelalawan adalah:

a. Menggali membina, mengembangkan dan mewariskan adat dan

budaya melayu yang tidak bertentangan dengan agama islam dan
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peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sejalan dengan

pembangunan bangsa.

b. Mengadakan usaha-usaha penemuan, pengumpulan dan pengelolaan

melestarikan nilai-nilai agama islam dan adat istiadat.
f. Mengupayakan pengembalian dan pemulihan hak masyarakat adat
melayu Riau sesuai dengan rasa keadlian, kepatutan, dan

ketentuanketentuan hukum adat yang berlaku.
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g. Melakukan usaha dalam kegiatan penyebarluasan kebudayaan

pengembangan adat istiadat dan budaya melayu Riau yang telah

ditetapkan baik oleh Lembaga Adat maupun bersama-sama dengan

Sebagai mitra pemerintah dalam upaya mensejahterakan masyarakat

melayu Riau melalui proses pembangunan yang bersifat partisipatif.

f. Sebagai penapis masuknya nilai-nilai negatif budaya luar dan

menyerap nilai-nilai positifnya untuk kemaslahatan bersama.
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BAB III
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A.Kewenangan Lembaga Adat Melayu Riau (LAM) Kabupaten Pelalawan

Dalam Mend o el aks fug Pemerintah Desa

cerdik tidak membuang pandai,” tahu menyelesaikan rantau kusut, tahu
menjernihkan tepian keruh, tahu menghapus arang di kening, tahu membayar

hutang baris, tahu meniti mata pedang, tahu menurut alur patutnya, tahu belah

% Susanti Kusumo, Analisis Tunjuk Ajar Melatu Tenas Effendy, https://adoc.pub/bab-iv-analisis-
tunjuk-ajar-melayu-tenas-effendy.html.
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dengan baginya, tahu had dengan batasnya, tahu sifat dengan tabiatnya, tahu
memutus dengan syarak, tahu menimbang dengan adat, tahu menyukat dengan

lembaga, tahu mencencang dengan undang, putus tidak membinasakan, timbang

ak menye er tidak mematikan, tahu

o
‘ ‘!. ng menilik angan-

mengena au mela ngan syarak, k lat 0 dengan adat, ke laut dia

tak hanyuy, ke darat di 2 hilir dia tak mungkir,

mendatangkan kedamaian, ketertiban, dan kesejahteraan bagi masyarakat.
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Lembaga Adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi

masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah dibidang keamanan, ketentraman,

kerukunan dan ketertiban masyarakat.”’

gperti sebuah organisme

‘u‘ ‘ .e uk alah salah satu

avigny, hukum dan
embangan melalui

aitu prinsip-prinsip

puncak sebuah budaya hukum dan merupakan saat yang tepat untuk melakukan

kodifikasi hukum. Tahap kega ditandai dengan menurunnya eksistensi suatu

o7 Ellydar Chaidir Dkk, Hukum Tata Negara Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2020,

hlm.229.

o8 Karunamay Basu, The Modern Theories of Jurisprudence, Calcua, University of Calcua,

1925, him. 161.
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masyarakat/bangsa. Pada tahap ini hukum tidak lagi menjadi nafas dan denyut nadi
kehidupan suatu masyarakat, melainkan hanya menjadi aset dan hegemoni para

ahli hukum. Apabila situasi ini hadir, maka hakikatnya masyarakat tersebut telah

LAM clalawa mili ¢ an dalam mendukung
kelancaran pelaksana S pemerintah. c sang rujuk kepada Peraturan

Daerah P

dan :'%

tahun 2014-2019 dinyatakan misi pembangunan yang ke-6, yaitu pembangunan
masyarakat yang berbudaya Melayu, beriman dan bertagwa.  Konteks

pembangunan masyarakat yang berbudaya Melayu ini menjadi kebijakan

% Leopold Pospisil, Anthropology of Law: A Comparave Theory, USA, Willey, 1971, him. 142.
1% Datuk Sri Al Azhar, Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat LAM Riau, Di Balai Adat LAM

Riau JI. Diponegoro Kota Pekanbaru. Tanggal 20 November 2020 Pukul 10.00 WIB
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pemerintah provinsi untuk menegaskan politik identitasnya untuk memperkuat
nilai-nilai kemelayuan yang mulai tergerus. Politik identitas ini terkait dengan

kedekatan emosional dan ikatan psikologis yang dibangun bersama dengan

, ain cNa .8 : esamaan ras, bahasa,
LTS W “,

enyelenggaraan

k. partisipatif.

Didalam poin i Pasal 24 Undang-Undang Tentang Desa mengatur tetnang

kearifan lokal hal ini juga menyelaraskan bahwa pemerintah desa juga harus

10 1pid.
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mengikutsertakan kearifan lokal seperti masyarakat adat dimana masyaraakt

adat ini diwadahi oleh LAM Pelalawan.

. Menanamkan Dan Memperluas Pengetahuan Masyarakat Melayu

meningkatkan kesejahteraan lahiriah dan batiniah masyarakat Melayu Riau.

Pembentukan LAM ini diprakarsai oleh banyak tokoh seperti dari kalangan
pemerintah daerah, budayawan, seniman, kalangan perguruan tinggi dan orang
patutpatut yang berasal dari lingkungan orang kekuasaan tradisional Melayu

Riau. Jadi, dalam arti yang sesungguhnya, LAM Riau menjaga kelestarian adat
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Melayu yang semakin terancam eksistensinya karena semakin terbukanya
peradaban dunia Melayu.'**
Bahwa dalam rangka mempertahankan dan melestarikan adat Melayu

-
<

DCrSamaan dengan

, telah dikenal,

lebih besar telah memberikan identitas pula bagi bangsa dan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

192 https://lamriau.id/profil-lam-riau/, Diakses Pada Tanggal 23 November 2020 Pukul 11.00

WIB.

19 Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga

Adat Melayu Riau
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Perjalanan sejarah telah membuktikan bahwa adat istiadat Melayu Riau
yang tumbuh dan berkembang sepanjang zaman tersebut ternyata dapat

memberikan andil yang cukup besar terhadap kelangsungan hidup bermasyarakat,

an sebagai upaya

in budaya bangsa

g kelangsungan
au.

adisi adat, budaya di

daerah me 7 i e i ah untuk memelihara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman
Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga
Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah serta Surat Menteri

Dalam Negeri tanggal 31 Agustus 2007 No. 188.32/1497.DV kepada Gubernur

dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia sebagai pedoman dalam melakukan
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pengembangan dikaitkan dengan pelestarian adat dan budaya daerah secara
sinergis, terencana dan berkesinambungan. Untuk itu perlu membentuk Peraturan

Daerah Provinsi tentang Lembaga Adat Melayu Riau sebagai payung hukum

da DELO Y ukum yang kuat bagi
’lm‘ﬂ“‘ .' el n bantuan serta

serta pelestarian

W

adat istiadat ini

tentulah para tokoh-tokoh

adat, b ipu melaksanakan

misisnya antara lain adalah:

LB

kelembagaan adat, bai aa Pe aupun kelembagaan

enjadi kelembagaan

kekerabatan dan kerjasama yang serasi, terutama dalam menghadapi hari depan
daerah ini yang penuh dengan cobaan dan tantangan, sebaiknya dibentuk pula
gabungan kedua lembaga adat tadi, yang dinamakan: “Lembaga Kerapatan Adat

Melayu Kabupaten Pelalawan”, atau “Majelis Kerapatan Adat Melayu Kabupaten
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Pelalawan”. Berdirinya dan digabungnya kedua lembaga tersebut pada tahun
1999.'%

Setelah terbitnya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang

an hak asal usul,

Indonesia;

b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;

1% Tenas Effendy dkk, Hutan Tanah Wilayat dan Permaslahan di Kabupaten Pelalawan, PT
Subenta Perkasa, Pelalawan, 2005, hlm. 54.

195 Bapak Nurzepri, Sekretaris Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Pelalawan Tanggal 22
November 2020 Pukul 11.00 WIB
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c. mengembangkan kehidupan demokrasi;

d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa;dan

e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

3. Mengadaka : le Kan ja Dan

Dan

o :
~
5
o
'~y
=
(@]
=
a
2
=

8
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w2
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2
)
o,
=4
«
I
=
(4]

2) Bekerja sama dengan kepala desa untuk membuat koperasasi masyakarat
adat terkhusus yang mempunyai usaha perkebunan sakit menengah kebawah.

Pasal 68 Undang-Undang Tentang Desa Tahun 2014

% T Zulmizan F Assagaf, Ketua Umum LAM Riau Kabupaten Pelalawan, di Rumah
Kediaman, Pada Tanggal 12 November 2020, Kabupaten Pelalawan.
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(1) Masyarakat Desa berhak:
a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta
mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan

arakatan  Desa, dan

(2) Masyarakat Desa berkewajiban:

a. membangun diri dan memelihara lingkungan Desa;

b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan

pemberdayaan masyarakat Desa yang baik;
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c. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa;

d. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan,

kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; dan

mampu harusnya ada, akan tetapi tidak tersalurkan. Saran-saran yang kami

sudah berikan seperti :'"’

" T Zulmizan F Assagaf, Ketua Umum LAM Riau Kabupaten Pelalawan, di Rumah

Kediaman, Pada Tanggal 20 Februari 2021, Kabupaten Pelalawan.
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1) Memberikan masukan kepada kepala desa untuk memakai SDM yang ada di
desa-desa Kabupaten Pelalawan agar bisa bekerja di kantor desa;

2) Memberikan saran kepada kepala desa agar mengaspirasikan kepada

o 4
’
4
v

(e
v
K

yakni penguasaan tanah ulayat milik masyarakat Muara Sakal yang dikuasai
oleh perusahaan karena bekerjasama dengan tiga kelompok masyarakat adat
lainnya. Disini saya melihat LAM Riau terutama perwakilan kami LAM Riau
Kabupaten Pelalawan harus ikut menyelesaikan masalah ini, Dalam kajian

kami, tanah tersebut memang merupakan tanah ulayat, dan perusahaan sudah
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memanfaatkan dan menggunakan tanah ulayat, walaupun dalam persoalannya

tanah ulayat ini sudah ada yang diselesaikan ganti ruginya oleh perusahaan.

Tapi ini bukan masalah ganti rugi, dalam aturannya tanah ulayat itu tidak boleh

budaya yang menjadi pendukung utama adat dan budaya Melayu;

% Syahril Abu Bakar, Ketua DPH LAM Riau, di Rumah Kediaman, Pada Tanggal 20
Desember 2020, Kota Pekanbaru.
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b. Mengemban, mengamalkan, memelihara dan membela nilai-nilai luhur adat

istiadat serta membela kepentingan masyarakat adat Melayu Riau dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

LY
=
-
E
o
g

tanaa
gb_
o
2
[~
=
:

alam membangun desa yang
sesuai dengan ketentua merinta S aupun daerah.'”’
Menurut penulis, dimana melihat dari Teori Hukum Savigny, hukum

adalah bagian atau manifestasi jiwa suatu bangsa. Hukum lahir dan berasal dari

kehendak dan kesadaran suatu bangsa yang berbentuk tradisi, kebiasaan (habit),

1% Datin Jamal Lombut, Datin LAM Riau Desa Muara Sakal Kabupaten Pelalawan, di Rumah
Kediaman, Pada Tanggal 12 November 2020, Desa Muara Sakal Kabupaten Pelalawan.
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praktik-praktik kemasyarakatan dan keyakinan bangsa tersebut. Dalam konteks

ini seharusnya Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Pelalawan diberikan

dimensi kekuasaan/kewenangan lebih luas lagi terhadap dalam membantu

sumber penyusunan materi perundang-undangan nasional. Menurut van Dick
sebagaimana dikutip oleh R. Otje Salman, hukum adat memiliki corak
tersendiri dibandingkan sistem hukum lainnya. Tiga karakteristik unik hukum
adat adalah: ia mengandung sifat yang sangat tradisional, dapat berubah,

sanggup untuk menyesuaikan diri. Ciri khas ini menunjukkan bahwa walaupun
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hukum adat mempertahankan nilai-nilai tradisional yang dimilikinya, dalam

waktu yang sama hukum adat pun dapat menerima perubahan yang

memengaruhinya. Di sinilah letak Konstitusi yang merupakan hukum yang

pendahuluan penulis sempat menyinggung bahwasanya di Indonesia telah
terjadi benturan hukum yang disebabkan oleh perbedaan kultur. Di satu sisi
Indonesia memiliki hukum nasional (tertulis) yang bersumber dari hukum

sebelumnya yakni hukum kolonial pada waktu Indonesia di“jajah”. Di sisi lain,
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kita memiliki hukum yang tumbuh dan lahir dari kemurnian budaya (culture)
kita yang biasa kita sebut sebagai hukum adat.

Penulis berpendapat dalam hal kewenangan Lembaga Adat Melayu Riau

Pelaksanaan Tugas Pemerintah Desa Berdasarkan Peraturan Daerah
Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau
Menurut hasil wawancara penulis kepada Ketua umum Lembaga Adat

Melayu Riau Kabupaten Pelalawan, Adapun faktor pendukung dalam

pelaksanaan kewenangan Lembaga Adat Melayu (LAM) Kabupaten Pelalawan
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dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah desa berdasarkan

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat

110

Melayu Riau yaitu :

2)

dari peraturannya

maka akan sulit,

Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau
Lembaga Adat Melayu (LAM) Kabupaten Pelalawan dalam hal upaya

mendukung pelaksanakan tugas pemerintah desa berdasarkan Peraturan Daerah

"9 T Zulmizan F Assagaf, Ketua Umum LAM Riau Kabupaten Pelalawan, di Rumah

Kediaman, Pada Tanggal 12 November 2020, Kabupaten Pelalawan.
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Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau

menemui hambatan-hambatan dalam mewujudkan tujuan dari dibentuknya

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat

Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Lembaga Adat Melayu Riau disebutkan
pada bab V Pasal 6 mengenai tujuan, disebutkan bahwa tujuan dari LAM
Riau adalah :

1) LAM Riau bertujuan untuk menggali, membina, melestarikan,

memelihara dan mengembangkan nilai-nilai adat dan nilai-nilai sosial
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budaya sebagai landasan memperkuat dan memperkokoh jati diri
masyarakat Melayu.

2) LAM Riau bertujuan melindungi dan membela hak-hak tradisional dan

w3y

¢
ok
asa
e
ﬂ;.
o A
4

bahwa:

1) Lembaga Adat Desa dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa dan

masyarakat Desa.

2) Pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan

memenuhi persyaratan:
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a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

b. aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak

ipatuhi oleh masyarakat;

‘.}\\‘ ..

Perda LAM Riau pade engenal pembentukan Lembaga adat melayu
riau Pasal 2 menyebutkan:
1) Dalam rangka fasilitasi, pembinaan, pelestarian dan pengembangan adat

istiadat serta nilai sosial budaya Melayu di masyarakat dapat didirikan LAM

Riau di daerah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa dan atau

yang disebut dengan nama lain. (Garis bawah oleh penulis)
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2) Bagi daerah kabupaten/kota yang belum memiliki LAM Riau dapat

membentuk LAM Riau setelah mendapat persetujuan dari LAM Riau

Propinsi.

Q % dud di Ibukota Kabupaten/Kota;
¢. LAM Riau Ka ‘ | tau be ndukan di Ibukota Kecamatan; dan
d.LAM Riau Kenegerian/Kepenghuluan/ Pebatinan dan/atau yang

disebut nama lain berkedudukan di Desa/Kepenghuluan.
(2) LAM Riau sebagaimana ayat (1) huruf'b, ¢ dan d bersifat otonom.

(3) Bersifat otonom sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur

dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LAM Riau.
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Menurut Pasal 3 ayat (2) dan (3) Perda Lam Riau dengan tegas
menyebutkan bahwa LAM Riau Kabupaten/Kota, LAM Riau Kawasan/Rantau,

LAM Riau kenegerian/Kepenghuluan/Pebatinan yang berkedudukan di

n adalah LAM Riau itu

sinambungan atau
baga Adat Desa/

bulkan dualism

ARNY

an Desa disatu sisi

8 pembentukannya

Al LA T Y

dari LAM Riau Kabupaten/Kota.

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat dilihat bahwa LAM Kabupaten
Pelalawan tidak memiliki kewenangan dalam memutus perkara hukum yang
terjadi di Kabupaten Pelalawan serta adanya ketidaksinambungan atau tumpang

tindih peraturan terkait kewenagan pembentukan Lembaga Adat Desa antara
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Perda LAM Riau dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun

2018 merupakan factor penghambat Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten

Pelalawan dalam melaksanakan Permendagri No. 18 Tahun 2018.

ch sebut di atas mempunyai
“\ ‘ .,a Daerah Provinsi
’ iau di Provinsi
enghambat berupa

ya antara Peraturan

Desa dan Lembaga Masyarakat Desa nantinya akan berpengaruh kepada setiap
kegiatan dan pengambilan kebijakan yang dilakukan ole Lembaga Adat Desa
dan Lembaga Masyarakat Desa pada Kabupaten Pelalawan dalam menjalankan
program kerja. Bahkan dengan adanya tumpan tindih aturan mengenai

kewenangan pembentukan Lembaga Adat Desa dengan Lembaga Masyarakat
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Desa tersebut tidak tertutup akan terjadinya dualisme kekuasaan atau
kewenangan sehingga pada pokoknya membuat pelaksanaan Permendagri No.

18 2018 di Kabupaten Pelalawan tidak maksimal.

skat Desa ini berdasarkan

LAM Riau dapat

dari LAM Riau

5) LAM Riau sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)
diatas harus didaftarkan pada badan atau institusi yang berwenang setempat
dengan syarat :

a. memiliki kepengurusan pada setiap tingkatan;

b. memiliki nama, lambang dan tanda logo;
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c. mempunyai kantor tetap;

d. dan syarat lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Adat Melayu Riau Kabupaten Pelalawan seakan-akan ada dualisme dalam
pembetukan Lembaga Adat Desa di Kabupaten Pelalawan, apalagi tidak ada

Peraturan daerah yang mengatur tentang hal ini.""!

"''T Zulmizan F Assagaf, Ketua Umum LAM Riau Kabupaten Pelalawan, di Rumah
Kediaman, Pada Tanggal 12 November 2020, Kabupaten Pelalawan.
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LAM Riau sebagai Lembaga Adat Melayu Riau juga mengapresiasi
pemerintah dalam mensuskseskan pembangunan desa dan lain-lain. Dimana

LAM Riau Kabupaten Pelalawan sadar bahwa haruslah bersinergi dengan

AR AN -
:
:

balang, rakyat biasa,
Sebagai simbol atau
nilai-nilai sebagai

luhur agama islam,

e A
.,-‘,“a

Q)

merupakan puncak

2 Datin Jamal Lombut, Datin LAM Riau Desa Muara Sakal Kabupaten Pelalawan, di Rumah
Kediaman, Pada Tanggal 12 November 2020, Desa Muara Sakal Kabupaten Pelalawan.
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BAB 1V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

serasi dan bermanfaat deng a golongan masyarakat lainnya dan
pemerintah. 4).Memberikan pendapat dan saran baik diminta maupun
tidakdiminta, kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan peran serta
masyarakat adat untuk menggerakkan proses dan pelaksanaan pembangunan

daerah Riau serta pelestarian nilai-nilai adat. 5).Mengupayakan pengembalian

102



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

dan pemulihan hak-hak tradisional dan konstitusional masyarakat adat Melayu
sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Faktor pendukung dan hambatan dalam pelaksanaan kewenangan Lembaga

“ arakat desa, LAM

F
ﬁ dalam memberikan
&

yterjadi pada masyarakat
&>

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan tersebut di atas maka penulis
mengajukan saran sebagai berikut :
1. Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Pelalawan berdasarkan Peraturan

Daerah No. 1 Tahun 2012 selama ini telah melakukan usaha mendukung
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pelaksanaan Pemerintah Desa berdasarkan Permendagri No. 18 Tahun 2018.
Secara aktual seyogya diperlukan usaha-usaha konkrit serta actual yaitu sebagai

berikut melakukan koordinasi yang lebih intens antara Lembaga Adat Melayu

endagri No. 18

Melayu Riau untuk

dalam hal

dengan itu untuk memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perkara hokum

yang dialami oleh masyarakat desa.
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